RUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR & TAHUN 2024
TENTANG

KETENTUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KERINCI

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

bahwa Peraturan Bupati Kerinci Nomor 4 Tahun 2020
teritang Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi
Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak

Tetap di lingkungan Pemerintah serta Pimpinan dan

Angegota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kerinei, sudah tdak sesual lagi dengan kondisi
pemerintahan karena adanya perubahan regulasi vang
lehihi tinggi, sehinga ketentuan perjalanan dinas periu
dilakuksn penyempurnaan,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupat
tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di
Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kerinei;
Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurar Nomor 21 Tahun
1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra
Tingkat [ dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat |
Sumstera Tengal sebagai Undang-Undang (Lembéran
Negara Republik [ndonesia Tahun 1958 Nomor 108,

‘Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia Narmor

1643);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tabun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang 'Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400];




f.

10.

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahunm 2011 Nomor B82Z.
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 13 Tshun 2022 tentang Perubahan Atas
Undang-undang MNemor 12 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan [Lembaran Negara Republik lndonesia Taltin
2022 Nomor 143, Tambahan Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daeralh  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Repubiik [ndonesia Nomer 5587), sebagaimana
wlah ditbhah heberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 Tentang
Femerintah Daerah  {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik [ndonesia Tahun 2015 Nomor 5679];
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Penggant Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahiun 2023 Nomor
41):

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomeor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pempinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakvat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 106, Tambahan Negara
Repubiik Indonesia Nomor /6057), sebagaimana telah
diubah dengan Peraruran Pemerintah Nomor [ Tahun
2023 tentang Perubahan Atas PP nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
(Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2023 Nomor
6, Tambahan Negara Republik Indonesia Numor 6847):
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negama
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun
2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran
Negara Republik [hdonesia Tahun 2020 Nomar 33);
sebagaimana relah divbah dengan Peraturan Presiden

Republik [ndonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang

Perubzhan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga
Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 112);




12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
teritang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat
Negara, Pegawal Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678).

14, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menter
Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016
tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi
Aparatur Sipil Negara Kementerign Dalam Negeri dan
Pemermtah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyvat
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomeor 811);

16. Peraturan Daerah Kahupaten Kerinei Nomor 4 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kahupaten Kerinei
iLembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nowmor
4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nowmor
3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN PERJALANAN

DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN KERINCL

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan.

1,
25

o

W

Daerah adalah Kabupaten Kerinci,

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur
Penyelenggara Pemerintah Dagerah yang memimpin pelaksanaan urnisan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimane dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

Bupati adalah Bupati Kerinei,

Wakil Bupati adaiah Wakil Bupati Kerinei.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjumya disingkat DPRD
adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai
unsur Menyelenggara Pemenmntah Daerah.
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Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinei.

Pejabal Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kerinei.

.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Perangkat Daerah pada

Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinei selaku Bupati dan DPRD dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yvang menjadi kewenangan daerah.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnyva disingkat SKPD adalah
Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinei selaku
peENggUNa anggaran/pengguna barang.

Perigguna Anggaran selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi
SKPD yang dipimpinnya.

Kuasa Pengguna Anggaran selanjutiya dlsmgkat KPA adalah péjabat yang
diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna
anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
Bendahara pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung-

jawabkan uwang untuk Keperluan Dbelanja daerah dalam rangka

pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.

. Perjalanan Dinas dalam negeri yang selanjutnva disebut perjalanan dinas

adalah perjalanan keiluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun
secara bersama, vang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk
kepentingan Negara dan daerah atas perintah pejabat yang berwenang,
Perjalanan dinas pindah adalah perjalanan keluar ketempat kedudukan
baik perseorangan maupun secara bersama yang dilakukan dalam
perjalanan /jarak tempuh lebih dari 6 (enam) jam.

Surat Perintah Tugas selanjutnya disebut SPT adalah Surat perintah
Tugas yang ditandatangani oleh pejabat vang berwenang, sebagai dasar
melaksanakan rugas pelabat/pegawai yang bersangkutan. |

Surat Perintah Perjalanan Dinas selanjutnya disebut SPPD adalah surat
perintah perjalanan dinas yang ditandatangani oleh pejabat vang
herwenang, sebagai dasar melaksanakan perjalanan dinas pejabat/
pegawai yang bersangkutan.

Pelaksana SPPD adalah Bupafi dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota
DPRD, Aparatur Sipll Negara, Pejabat, serta Pihak lain yang melaksanakan
perjalanan dinas.

Biaya Riil adalah hiaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran
vang sah, '

. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dibirung terlebibh dahuluo

dan dibayarkan sekaligus.

Tempat Kedudukan adalah rempat/kota kanfor/satuan kerja berada,
Tempat Tujuan adalzh rempat/kota yang menjadi tujuan perjialanan dinas,
Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan rugas.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kerinei.

3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi Bagi

Fegawai Negeri Sipil dan Pegawal Pemeriniah dengan Perjanjian Rerja
{PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah Kabupaten Kerinei.

. Pegawai Negeri Sipil vang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri

Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Kerinci.




28,

30.

3.

Pegawai Non ASN adalah pegawai yang diangkat untuk jangka wakta
rertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang
bersifat professional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan

kemampuan organisasi.

)G Pejabat yvang Berwenang adalah Penggluna Anggaran/Kuasa Pengguna

Anggaran ataa pejabat  yang diberi wewenang oleh Perigguna
Anggaran /Knasa Pengguna Anggaran dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Kerinei.

Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung
sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentudn yang berlaku.

Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat dengan BBM adalah
bahan bakar minyvak yang diberikan untuk kendaraan dinas operasional
vang dipergunakan untuk kegiatan Perangkat Daerah,

BAB (I

RUANG LINGKUF DAN PRINSIP
PERJALANAN DINAS

Pasal 2

(1) Peraturan  Bupati ini  mengatur mengenai  pelaksanaan  dan
pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagl pejabat negara,
pimpinan dan anggota DPRD. Aparatur Sipil Neégara, dan pihak lain yang

d

ibebankan pada APBD,

Perjalanan Dinas Dalam Negeri sehagaimana dimaksud pada avat (i)
dilaksanakan dalam rangka:

b2 4

b,

.

pelaksanaan tugas dan fungsi vang melekat pada jabatan;

mengikuti ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan diluar daerah;

mengikuti seleksi atau pendidikan dan pelatihan struktural, fungsionsl,

dan teknis diluar daerah dan/atau seleksi jabatan pratama tinggi: dan

. memberi keterangan yang berkenaan dengan hukum atau saksi pada
persidangan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 3

Perjalanan dinas dalam negeri dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip
sebagai berikut:
a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang berkaitan dengan

penyelenggaraan pemerintahan;

b. efisien. vaitu penggunaan anggaran perjalanan dinas dilakukan secars

bemat dan didasarkan pada kebutuhan nyata;

c. efektil, yaitu pelaksanaan anggaran perjalanan dinas disesuaikan dengan

pencapalan kinerja; dan

d akuntabel, vaitu pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan  dinas

dilakukan sesuai dengan pembebanan biava perjalanan dinas.
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(2]

(3]

(1)

BAB I

PERJALANAN DINAS
Pasal 4

Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
a. Perjalanan dinas luar dearah; dan
b. Perjalanan dinas dalam daerah.
Perjalanan dinas luar daerah sébagaimana dimaksud pada ayat (1) hurui a
adalah perjalanan dinas yang dilakukan dari tempat kedudukan menuju
keluar daerah kerinei dan kembali ketempat kedudukan.
Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) horuf
b adalah perjalanan dinas vang dilakukan dari tempat kedudulkan semuls
ke tempat tujuan dalam wilayah Daerabh dan kembali ke tempar
kedudukan.

Pasal 5

Perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)

huruf a ditetapkan selama masa dinas di tempat tujuan, ditambah lamanya

perjalanan ke tempat tujuan dan dari tempat tujuan ke tempat kedudukan,
dengan perhitungan waktu rill dan efisien,

Perjalanan dinas luar dacrah untuk pelaksanaannya dilakukan oleh Pejabat

Struktural/ Pejabat Fungsional dan dapat didampingi staf.

Lamanya perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan

ketentuan sebagai berikut : '

a.Jarak tempuh kurang dari 500 km dengan menggunakan transportasi
darat atau udara lamanya perjalanan dinas ditambah 1 [satu] han
sebelum dan 1 (satu) hari sesudah;

h.Jarak tempuh lebih dari 500 km dengan menggunakan transportasi darat
dan udara, maksimal lamanya perjalanan dinas ditambah 2 (dua) han
sebelum dan 1 (sam) har sesudah;

.Jarak tempuh lebih dari 500 km dengan menggunakan transportasi
darat, maksimal lamanyva perjalanan dinas ditambah 2 (dua) han
sehelum dan 2 {dua) han sesudah:;

d. Perjalanan Dinas ke luar pulau Sumatera dapat menggunakan

transporiasi darat dengan ketentuan:

1. Bagi vang menggunakan Kendaraan Dinas harus melampirkan bukti
Tal, Tiket Penyeberangan dan bukti pembelian BBM.

2. Bagi yang menggunakan kendaraan umum harus melampirkan bukti
Tikert kendaraan dan Manifest/Surat Jalan dan agent perusahaan
Transportas! Darat.

i




BAB 1V
BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 6
Pembayaran biava perjalanan dinas diberikan berdasarkan tingkat perjalanan
dinas :
a. Tingkal A, terdiri dari :

1, Bupati, Wald] Bupati, Pimpinan DPRD;

2 Pejabat Eselon [

Tingkal B: Pejabatl Eselon Il /a dan Anggota DPRD;

Tingkat C: Pejabat Eselon I1/b, Forkompimda;

Tingkat D: Pejabat Eselon Ul, PNS non Eselon Gol. 1V, Fungsionaris. KPU,
PANWASLU dan Tokeh Masvarakat;

Tingkat E. Pejabat Eselon 1V, Pejabat Fungsional Gol 111, Staf Galongan 111,
dan PPPI§

Tingkat F» stafl Golongan I, Golongan I, Staf Non ASN dan Anggoia
Masvarakat.

Pasal 7

(1) Biaya perjalanan dinas luar daerah terdiri dari :

a. uang harian;

b, biava penginapan,

¢. biaya Transportasi/sewa kendaraan/Taxi dari Bandara ke Tujuan dan
dari Tujuan ke Bandara; dan

d. uang representasi.

{2) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

berdasarkan nngkat haya perjalanan dinas dengan ketentuan;

a. uang harian dibayarkan secara lumpsum,;

b. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan jumlah biaya riil;

c. biaya transport dibayarkan sesuai dengan jumlah biaya riil berdasarkan
fasilitas transport sebagaimana tercantum dalam Lampiran [l yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peratiran Bupati ini;

d. sewa kendaraan,/Taxi dari Bandara ke Tujuan dibayarkan sesuai dengan
jumilah hiaya riil;, dan

e, uang representasi dibayarkan secara humpsum.

(3) Besaran hiaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan

Peraturan Bupati mengenai Standar Harga Satuan,

(4] Fermat rincian biaya perjalanan dinas tercantum dalam Lampiran VI vang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(5) Biaya perjalanan dinas dalam negeri bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

dibavarkan secara [umgsum,

(6) Komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

meliputi

4, uang harian;

b, biaya penginapan, |

c. biaya Transportasi/sewa kendaraan/Taxi dari Bandara ke Tujuan dan
dari Tujuan ke Bandara; dan

d. uang representasi.




(7) Biava Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada avat (6) diberikan

berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas dengan ketentuan:

a. uang harian dibayarkan secara lumpsum;

b. blaya penginapan dibayarkan secara lumpsurrg

¢. biaya transport dibayarkan sesual dengan jumlah biaya riil berdasarkan
fasilitas transport sebagaimana tercantum dalam Lampiran Tl yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

d. sewa kendaraan/Taxi dati Bandara ke Tujuan dibayarkan sesuai dengan
jumlah biaya riil; dan

e uang represeniasi dibayarkan secara lumpsum.

(8) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (7] ditetapkan dengan

Peraturan Bupati tenitang Standar Harga Satuan.

(9) Format rincian biava perjalanan dinas tercantum dalam Lampiran VI vang

1)

2)

3]

6)

merupakan bagian Hdak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8
Penginapan perjalanan dinas dengan jarak tempuh kurang dari 500 km
dengan menggunakan transportasi darat atau udara, dibayar maksimal
setelah dikurangi 1 {satu) hari dari jumlah han perjalanan dinas;
Penginapan perjalanan dinas dengan jarak tempuh lehih dari 500 km
dengan menggunakan wtransportasi darat dan udara, dibayar maksimal
setelah dikurangi 2 (dua) hari dari jumlah han perjalanan dinas;
Penginapan perjalanan dinas dengan jarak tempuh lebih dasi 500 km
dengan menggunakan transportasi darat, dibayar maksimal setelah
dikurangi 3 {tiga) hari dari jumlah hari perjalanan dinas;
Pelaksana perjalanan dinas luar daerah dengan tidak menggunakarn
(asilitas hotei/penginapan, kepada yang bersangkutan diberikan biaya
penggantian penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di
kota tempat tujuan dan tempat transit.
Dalam satu kali perjalanan dinas penginapannya dapat dibayarkan
berdasarkan bukti pembayaran hotel/penginapan di tempat transit.
Penginapan perjalanian dinas dapat dibayarkan, baik ditempat kota tujuan
maupun téempat transit.

Pasal 9

Pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah dapat menggunakan fasilitas
kendaraan dinas/operasional :

Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Pejabat Eselon I, Camat dan
Kepala Bagian di Sekretariat Daerah dan Tokoh Masyarakat.

Selain pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat menggunakan
kendaraan dinas dengan pertimbangan efektivitas dan efisiensi; dan
Efektivitas dan efisiensi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 hurufl b dan
huruf ¢ adalah berangkat bersama-sama 2 (dua) orang atau lebih dengan
tujuan tempat dan atau arah yang sama serta diberikan bantuan BBM riil.




Pasal 10
Uang represeritasi sebagaimana dimakstd dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d hanya
diberikan kepada Pejabat Negara. Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris
Daerah dan Pejabat Eselon [T selama melakukan perjalanan dinas.

Pasal 11
(1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum penalanan dinas
dilaksanakan, dalam bentuk panjar dengan hesaran maksimal 75 % (tujuh
puluhl ima pérsen) dard total perkirean.
(2} Dalam bhal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya
perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka hiaya perjalanan dinas
dapal dibayarkan setelah perijalanan dinas selesai.

Pasal 12
Pelaksana perjalanan dinas tidak diperkenankan menerima biava perjalanan
dinas jabatan rangkap dua kali atau lebib untuk perjalanan dinas yang
dilakukan dalam waktu yang sama.

BAB Vv
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 13
(1) Pegalanan dinas dilaksanakan setelah diterbitkannya SPT dan SPPD vang
ditanda tangani oleh pejabat berwenang. |
(2] Format SPT dan SPPD sebagaimaria dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran 1 dan Lampirah [1 yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14
{1} Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daérah dapat didampingi oleh satu orang
ajudan (Pramubhakti] dan diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan

tHngkatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 6.

{2} Bupati dalam melaksanakan Perjalanari Dinas Luar Daerah, apabila :

4. Pada saat menggunakan transportasi Darat dapat mengikutsertakan
Sopir, Pramubhakti (ADC dan Walpri) dan ASN yang berkaitan dengan
Protokoler maksimal 8 (delapan] orang; dan |

b. menggunakan fransportasi Udara dapat mengikutsertakan hanya 2

(dua) orang Pramubhakti (ADC dan Walpri|.
{3} Wakil Bupati dalam melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Daerah, apabila :

a. Pada saaf menggunaksan transporfasi Darat dapat mengikutsertakan

Sopir, Pramubhakti (ADC dan Walpri) dan ASN yang berkaitan dengan
Protokoler maksimal 6 (enam) orang

b. menggunakan transportasi Udara dapat mengikutsertakan hanya 2 (dua)

orang Pramubhakt [ADC dan Walpri).



Pasal 15
(1) Pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan dalam batas pagu anggaran
yang rersedia dalarm DPA/SKPD herkenan.
(2) Biava perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan
pada anggaran Perangkat Daerah yang mengeluarkan SPPD.

Pasal 16

Pejabat yang tiber kewenangan member perintah dan penandatangan SPT

perjalanan dinas

(1) Pejabat Negara, diperintah dan ditandatangani langsung oleh yang
bersangkufan.

(2) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD. diperintah dan ditandatangani
oleh:

a. Ketua DPRD; atau

b. Wakil Ketua DPRD, apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada
huruf (a) berhalangan; atau

¢. Anggota DPRD yang ditunjuk oleh Ketua DPRD, apabila pejabat
sebagaimana dimaksud pada huruf (a) berhalangan.

(3] Sekretaris Daerah atas nama Bupati iterhadap perjalanan dinas .

a. Sekretaris Daerah; dan

b. Pejabat Eselon I1 di lingkungan Pemeriniah Kabupaten Kerinci;

(4) Asisten atas nama Sekretaris Daerah rerhadap perjalanan dinas Pejabat
Eselon 1. Pejabat Eselon Ill, Eselon 1V, Pejabat Fungsional, Pegawai
Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Daerah. apabila Sekretaris
Daerah sedang melaksanakan perjalanzn dinas, cuti dan izin;

(5) Sekretariat DPRD terhadap perjalanan dinas Pejabat Eselon lil, Eselon
IV, Pejabat Furigsional, Aparatur Sipil Negara (ASN} di lingkungan
Sekretariat DPRD.

[6) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD pada
lingkiingan Perangkat Daerah adalah :

a. Kepala Perangkat Daerah terhadap perjslanan dinas Pejabat Eselon
1, Eselon [V, Pejabat Fungsional dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di
lingkungan masing-masing SKPD;

b, Camar terhadap perjalanan dinas Pejabat Eselon [V, Pejabat
Fungsional, Aparatur Sipil Negara [(ASN]) di lingkungan masing-
masing Kecamatan,

c. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas terhadap perjalanan dinas
Eselon 1V, Pejabat Fungsional dan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan
masing-masing Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(7) Dalam hal Pelaksana SPPD sebagaimana dimaksud pada avat (1) dan
(2) lebih dari 1 (satu) orang, maka Pejabat yang berwenang dapat
menerbitkan SPT untuk 1 (satu) orang atau lebih.




Pasal 17
Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah dalam menandatangati SPT
perjalanan dinas untuk pejabat esselon |l dan kepala Perangkat Daerah harus
mendapat persetujuan dari Bupati/Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah.

Pasal 18
(1) Perjalanan dinas konsuliasi dan koordinasi yvang tanpa undangan dapat
dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan dari pejabat berwenang
dengan jumlah maksimal 2 (dua) orang,
(2] Perjalanan dinas Studi Banding/Tiru dapat dilakukan setelah mendapar
persetujuan Pejabar yang berwenang

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban

Pasal 19
Pelaksana perjalanan dinas yang telah melakukan perjalanan dinas wajib
mempertanggungjawabhkan pelaksanaan perialanan dinas kepada
atasan/pimpinan yang memben perintah.

Pasal 20
(1) SPPD merupakan bukt, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan
perjalanan dinas.
(2] Dalam SPPD, jika terjadi perubahan dilakukan dengan coretan dan
dibubuhi paraf dati pejabat yang berwenang.
(3] Pada SPPD harus mencatumkan :

a tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat berada dan
ditandatangani oleh pejabat yang berwenang/ pejabat lain yang
ditunjulk;

b. tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat tujuan dan ditandatangani
oleh Pejabat di tempat vang ditandatangani dan dicap stempel;dan

c. tanggal riba kembali di tempar kedudukan dan ditandatangani oleh
pejabat yang berwenang/pejabat yang ditunjuk.

Pasal 21
(1) Pelaksana SPPD wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban
berupa :

4. SPT dan SPPD yang sah dari atasan pelaksana SPPD yang telah
ditandatangani oleh pejabat di témpat pelaksanaan perjalanan dinas atau
pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas:

b, tiket pesawat, bearding pass, airport tax, bus, taxi, retribusi, dan/atau
bukti pembayaran kapal laut dan kereta api;

c. bukti pembayaran hotel atau tempat penginapan lainnya sesuai dengan
tempat tujuan pada SPT;

d, daftar pengeluaran riil atas biaya taxi dasi dan ke bandara ditempat
tujuan yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini; dan




(2)

(3)

(4)

e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan berupa kwitansi atan
bukti pembavaran lainnva yang dikeluarkan oleh badan usaha yang
bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; dan

f. laporan perjalanan dinas, sesuai format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran [V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati inl.

g. Laporan hasil pelaksangan perjalanan dinas dengan melampirkan
dokumentasi/foto kegiatan,

Pada saat penyerahian SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat | 1) diadakan

perhitungan kembah dan penyelesaian apabila temyata terdapat

kekurangan/kelebihan biaya perjalanan dinas dari yang telah dibayarkan
semula, perhitungan kembali difuangkan dalam perhitungan SPPD
rampung.

Biaya perjalanan dinas vang telah dibayarkan dibatasi hingga pada

pembuktian bahwa perjalanan dinas dimaksud benar-henar telah dilakukan

dengan jadwal dan waktu yang telah ditentukan.

Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan palmg lambat 7 (tujuh] han kerja setelah perjalanan dinas

dilaksanakan.

Pasal 22

Dalam hal bukt pengeluaran transportasi dan/atau penginapan/hotel tidak
diperoleh. untuk pertanggung-jawabarnnya sebagai bukt pengeluaran :

a.

{1}

{2)

(3}

Pelaksana perjalanan dinas luar daerah membuat daftar pengeluaran riil
dan disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, dengan
menyatakan tan,ggungj;awab sepenuhnya, dengan bentuk  format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan baglan thdak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna anggaran bertanggungjawahb dalam
menilai dan menyetujui nilai kewajaran atas pengeluaran vang diajukan
oleh pelaksana perjalanan dinas.

Pasal 23
Pejabat vang berwenang bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan
peraturan Bupati ini dalam lingkungan Perangkat Daerah masing-masing.
Pelaksana perjalanan dinas bertanggungiawab sepenuhnva atas kerugian
yang di derita oleh daerah sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian srau
kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas.
Terhadap kesalahan, kelalaian, dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat dikenakan tindakan berupa ; ’
a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan vang
berlaku;dan
b hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurui
ketentuan perundang-undangan vang berlaku.




(1

(2]

(1)

(2]

(3)

()

(1]

Pasal 24
Dalam hal jumlah  hari perjalanan dinas vyang sebenarnya
digunakan oleh Pelaksana SPPD ternyata melebihi dari vang ditetapkan
dalam SPT dan Sr'PD  diluar kesalahan/kelalaian pegawai yang
bersangkntan, Pejabat berwenang dapat memberikan tambahan uang
harian, hiava penginapar, Uang répresentasi dan sewa kendaraan dalar
kota untuk jumlah har yang berlebih sesuai dengan tingkar perjalanan
dinas,
Tambahan uang harian, biava penginapan, uang representasi dan sewa
kendaragn dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diminta,
setelahh mendapat persetujuan dari pengguna anggaran, dengan
melampirkan dokumen berupa;
a. Sural keterangan kesalahan/keialaian dari  syahbandar/kepala
baridara/ perusahaan jasa transportasi lainnya; dan/4tau
b. Surat keterangan perpanjangan surat perintah tugas dari pejabat vang
berwenang, visum SPPD ditempat tuj u,arn dan tidak merubah SPPD.

Pasal 25

Perjalanan dinas ke luar daerah bagi Fimpinan dan anggota DPRD dibayar

gecara lumpsum dengan memperharikan prinsip efisiensi, efektivitas,

kepatutan, kewajaran dan akontabel.

Anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah dapat

didampingi oleh 1 (sdtu) orang ASN,

Perjalanan dinas ke luar daerah bagi Pimpinan dan anggota DPRD dibayar

secara Lumpsum dengan besarannya berdasarkan Peraturan Bupat

teniang Standar Harga Satuan,

Dokumen pertangungjawaban biaya perjalanan dinas Pimpman dan

Anggota DPRD sekurmlg—kurangnya melampirkan:

a. surat tugas vang sal;

b. SPT vang telah ditandatangani pengguna angegaran/kuasa pengguna
anggaran dan pejabat di tempat pelaksenaan perjalanan dinas atau
pihak terkait vang menjadi tempaft tujuan perjalanan dinas;

c. kwitansi tanda terima pembayaran biava perjalanan dinas lumpsum,
besaran lumpsum dihitung untuk seluruh komponen biaya perjalanan
dinas berdasarkan Peraturan Bupah teritang Standar Harga Satuan
yang di bayarkan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran
pembantu kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;

d. menyampaikan bukti biaya riil disertai Pakta Integritas sesuai formar
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI vang menipakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan

e. laporan pelaksaan perjalanan dinas yang ditanda tangani pelaksana
perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan,

Pasal 26

Perjalanan dinas loar daerah yang menggunakan kendaraan dinas
diberikan bantuan biaya BBM secaré riil.




\

(2) Transportasi bagi pelaksana perjalanan dinas dengan menggunakan
kendaraan umum diberikan fasilitas sebagaimana tercantum dalam
L.ampmm M yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BAB V1
KETENTUAN PENLUTUP
Pasal 27
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Kerinei
Nomar 4 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi
Pejabat Negara, Pegawal Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Imglkungan
Pemerintah serta Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakvat Daerah

Kabupaten Kerinei (Berita Daerah Kabupaten Kerinei Tahun 2020 Nomor 4
dicabut dan dinvatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan, kecuali vang diatur
dalam Pasal 7 avat [5). avat (6) dan Pasal 25 berlaku surut sejek tanggal 2
Januari 2024,

Agar ‘setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinei,

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 2 - 03-2024

Pi.BUPAT] KERINCI.

o

Diundangkan di Siulak
pada tanggal 2 -0%-~ 2024

SERRAT,

RIS DAERAH KABUPATEN KERINCI

ZAINAL EFENDI

ERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2024 NOMOR £




LAMPIRAN ]

PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 8 TAHUN 2024 .
TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KERINCI.

‘_Q} KOP SKPD

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR ¢ e

MEMERINTAHKAN :

Kepada :]. -~ Nama _ T e e s
- Pangkat/golongan oo e e g ey
- Pangkat/golongan | o e
- NIP ' S
- Jabatan ‘ ]
Untuk ' Mas sva va nea ol snd snalos naldes BEd Bd GNd SEME RAMEE BAE BE Bad Ba Bas Bah s aats naa sk nge gl B ok rE B A o e -

Ditetapkan di  : ... .. e
pada ranggal

KEPALA oo |
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LAMPIRAN TI

PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOE 8 TAHUN 2024

TENTANG PERJALANAN DINAS :
NEGER! Di LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KERINCI.
KOP SKPD
Lembar ke -
Kode No
Nomaor
SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(SPPD)
1. | Pejabat yang berwenang memberi perintah Kepala Dinas ...........
2. | Nama pegawai yang diperintah e
3. | a. Pangkat & golongan menurut PP No.6 Bl 1reaerisanerasensensen
Th, 1997
b. Jabatan b - o
e. Tingkat menurur peraruran perjalanan o, ..
dinas
4 | Maksud perjalanan dinas
5. | Alat angkut yang dipakai/dipergunakan o asa '
6. | a. Tempat berangkat a. ..
b. Tempat tujuan b, ...
7. | a. Lamanya perjalanan dinas 4a.
b. Tanggal berangkat b. SO
¢. Tanggal harus kembali €. trrerrreveeanie e
&. | Pengikut -
9 | Pembebanan anggaran |
a, Instansi ‘ Bl i
_ . Mata anggaran B
10, | Lain-lain Lihat sebelah

Dikeluarkan di | .o

1ada & |

L R T YRS T R Ty

Nip.

Pj.BUPATI KERINCI,

A
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SPPD No. .....

Berangkat dar
Pada tanggal AR R,
0 Tiba 2 arncais sabias marans Berangkat .
Pada Tanggal : ..o dari mnvauia .
Kepala : Ke S
Pada tanggal
Kepala
lII. Tiba e e e Berangkat
Pada Tanggal : ...vcooisiviceevinveeeee. . dard
Kepala P v i vaa v v Ke
Pada tanggal
Kepala
V. Tiba veercviviieeene.. | Berangkat 7
Pada Tanggal : ...............cccooeene. dlam .
Kepala R B |-
Pada tanggal
Kepala,
V. Tiba kembali ...
di i
Padla tanggal
Telah diperiksa dengan, keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas
henar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan
jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya
]\T:E: .......................... .
V1. CATATAN LAIN-
LAIN
VII. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan
perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba
serta Bendaharawan bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan
kKeuangan negara apabila negara mehdapat kerugian akibat kesalahan,

kealpaanva.

Fj.

BUPATI KERINCI,

ASR:FN‘/\/




LAMPIRAN 10}
PERATURAN BUPATI KERINCI

NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANQ FERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
DI LINGKUNGAN FEMERINTAH KABUPATEN
KERINCI.

KOP SKPD

FASILITAS TRANSPORT
PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

| | Transportasi B
NO |TINGKATAN GOLONGAN| Pesawat | Kapal | Kereta | . |
PERJALANAN DINAS | Udara | lLaui Ani/Bus e
] Golongan A Bisnis | Kelas I B | Eksekutif Sesuai
kenvataan |
, e e . . Sesuai
2 Golongan B Ekonomi | Kelas | B | Eksekutif kenyaianr
) - | N . Aoz Sesual
3 Golongan C Ekonomi | Kelas 1 A | Eksekntif kenyataa
. S : | - Sesual
4 Golongan D Ekonomi Kelf;ze._ll A__ Ekselkutil kenyatasn
5 Golengan E Ekoromi | Kelas 1 A | Ekselunit | | S¢502 |
: senyataan |

Pj BUPATI KERINCI,

{3
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.

IAY

Saran/Tindak

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTARG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

DI LINGKUNGAN FEMERINTAH KABUPATEN
KERINCI.

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Kepada ‘ \
YEL. o oo
di -

Siulak

LAPORAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Pejabat / Pegawai yang mel

- Nama T reveenee semete s5e ane mae sbe Sae BEOD

aksanakan Perjalanan Dinas:

- Pangkat/Golongan

- JJabatan

- Perintah Tugas - . i

~ Nomer - et et et e e

= Tanggal e A G S A Y G e WY s pee o

- Tujuan B . SN e e e e S G P

Maksud Perjalanan Dinas : .. ...

Hasil Perjalanan Dinas

1
2.
2

. Pengikut 7

e (80 |

0 SRR [« 51

Demikianlah laporan pelaksanaan perjalanan dinas ini disampailean.

dan terimakasih,

YANG MELAKSANAKAN
PERJALANAN DINAS

T
Pj.BUPATI KERINCI,
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LAMFIRAN V .
PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
Bl LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

KERINCI.

Yang bertandatangan dibawah ini |

- Nama . .oovaren

- NIP -

- Jabatan

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal

ol b e s e

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

..... bulan ......

Tahun ......, Nomor, dengan ini menyatakan sestngguhnya :
a. Biaya transport/sewa keéndaraan dalam Kkota ketika melaksanakan

perjalanan dinas keluar daerah di ...

pengeluarannva, adalah *

tdak diperoleh bukri

No.

URAIAN

JUMLAH [Rp)

JUMLAH

b. Jumlah vang yang tersebut dalam tabel angka 1 di atas, benar-benar
dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas ke luar daerah, dan
apabila dikemudian hari térnyata pernyataan saya di atas tidak benar
dan mengakibatkan kelebihan pembayaran, sava bersedia untuk diproses
sesugai dengan peraturan perundang-undangar.

Demikian pemyataan ini saya buat dengan sebenar-benamya, untuk

dipergunakan seperlunya.

Menyvetujui ;

Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna

Anggaran

st rtdlealocdsahd dmsdmes sddala .

NIP. v

cevirsiien, tanggal bulan tahun

Pelaksana Perjalanan Dinas

a ke

Fi.BUPATI KERINCI,

—

ASRAF
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LAMPIRAN V1
PERATURAN BUPATI KERINCI

NOMOR 8 TAHUN 2024 _
TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KERINCL,

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

Lampiran SPPD Nomot
Tanggal

NO. PERINCIAN BIAYA JUMLAH KETERANGAN

JUMLAH )

Siulak,.. ..o i a
Telah dibayvar uang sejumlah Telah diferima uang
Sejumlah

Bendaharawan, Yang
menerima,

[

PERHITUNGAN
SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah TRP i,
Yang telah dibayar semula CRP
Sisa kurang/lebih ) [ T p——

Pengguna / Kuasa Anggaran

PI.BUPATI KERINCI,
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LAMPIRAN Vil

PERATURAN BUPATI KERINC]

NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KERINCI.

(ﬁ KOP SKPD

PAKTA INTEGRITAS

PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN FERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATIEEN KERINCI

Yang bertanda tangan dibawah ini ;
Nama :

Tempat, tanggal lahir

NIK

Jabatan

Alamat :

Dengan ini menyatakan :

1)

2)

3)

bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesual dengan
Surat Tugas nomar .......... tanggal........ dalam rangka melaksanakan
kegiatan ........,..Ke ,........... dan tangeal ......... sd ...

bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan
dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya
perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran)Kuasa Pengguna Anggaran
pahng lambat 5 (lima) han kerja terhitung setelah perjalanan dinas
dilaksanakan. '

hahwa 'sava bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biava
perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada
sava melebihi biaya  perjalanan dinas vang seharusnyva
(ljiptlarﬁanggungjawahkan sestial  Ketentuan perundang-undangan yang
et KA.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenamya secara sadar dan tanpa
paksaan dari siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau
penyvipangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum vang berlaku.

'S]‘Ll].ak)'—ll'r B -..-.—20..-
Pelaksana Perjalanan Dinzs,

Materai
Rp. 10.000



sandra.fitriasari
Typewritten text
8


	2024pb1501-008_removed_1-1
	2024pb1501-008_removed_2-2
	2024pb1501-008_removed_3-3
	2024pb1501-008_removed_4-4
	2024pb1501-008_removed_5-5
	2024pb1501-008_removed_6-6
	2024pb1501-008_removed_7-7
	2024pb1501-008_removed_8-8
	2024pb1501-008_removed_9-9
	2024pb1501-008_removed_10-10
	2024pb1501-008_removed_11-11
	2024pb1501-008_removed_12-12
	2024pb1501-008_removed_13-13
	2024pb1501-008_removed_14a-14a
	2024pb1501-008_removed_14b-14b
	2024pb1501-008_removed_15-15
	2024pb1501-008_removed_16-16
	2024pb1501-008_removed_17-17
	2024pb1501-008_removed_18-18
	2024pb1501-008_removed_19-19
	2024pb1501-008_removed_20-20
	2024pb1501-008_removed_21-end

